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SALINAN PUTUSAN
Nomor 2417/Pdt.G/2016/PA.Mkd.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :
XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani,
tempat kediaman Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";
MELAWAN

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui
alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka

persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15
Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid,
Nomor : 2417/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan
gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan —alasan sebagai
berikut :
1. Bahwa pada tanggal 13 desember 1995 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten
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Magelang Nomor : 377 / 32 / X 11 / 1995 tertanggal 13 Desember 1995 yang di

keluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang ;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan / membaca dan
menandatangi Sighat Taklik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte
Nikah ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
menetap di rumah Pengugat selama 17 tahun setelah itu tinggal berpisah
Penggugat karena pada bulan Maret tahun 2012 Tergugat pergi tanpa pamit
dan tidak di ketahui tempat tingalnya,sedang Penggugat tetap tinggal di rumah
nya di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang ;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'dadhuhul) dan sudah
dikaruniai 3 orang anak bernama:

a). WAHYU UTOMO. umur 20 Tahun Sudah bekerja;

b ). BAGAS KURNIAWAN umur 15 tahun ikut Penggugat;

¢ ). OKTA RVA ARYANI ,umur 6 tahun ikut Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya
hidup rukun berjalan kurang lebih 16 tahun rumah tangga mulai goyah sering
terjadi percekcokan dan perselisihanpada bulan Agustus 2011 disebabkan
karena :

- Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan setiap pulang Tergugat
marah- marah serta melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah
tangga KDRT;

- Tergugat sering bicara kasar;

- Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, maupun keluarga;

6. Bahwa Puncak percekcokan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat
yaitu pada bulan Maret 2012 sehingga Tergugat Tergugat pergi tanpa pamit
dan tidak di ketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Negara RI,
maupun di Luar Negri sampai sekarang sudah 4 tahun 9 bulan ;

7. Bahwa selama 4 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan
pisah rumah tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumahnya di Desa XXXXX
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Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat pergi tanpa
pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti ;

8. Bahwa selama 4 tahun 9 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
wajib lahir maupun batin kepada Penggugat, serta Tergugat sudah tidak
memperdulikan kepada Penggugat dan selama berpisah Tergugat dengan
Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah
memberi kabar keberadannya ;

9. Bahwa oleh karena itu kerukunan dirumah tangga Penggugat dan Tergugat
benar-benar sudah retak dan pecah sehingga sudah tidak dapat dibina
dengan baik maka untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa
rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik
sebagaimana bunyi Kutipan Akte Nikah ;

11. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta
SEMA Nomor 28 / UADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan
putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di
tempat Penggugat dan Tegugat menikah untuk dicatat dalam Regester yang
tersedia ;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh Talak Khul'i dari Tergugat (SUTITO bin WIRYOTO ) kepada
Penggugat ( XXXXX ) dengan iwadh (pengganti) Uang sebesar Rp
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim
salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor
Urusan Agama ditempat Penggugat dan Tergugat menikah untuk di catat
dalam Regester yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
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SUBSIDER
Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, yaitu melalui RSPD Gemilang
FM Kabupaten Magelang sebanyak dua kali sebagaimana ternyata dari relaas
panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2417/Pdt.G/2016/PA.Mkd
tanggal 23 Desember 2016 dan 23 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan
akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
dibacakanlah surat gugatan Penggugat 2417/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 15
Desember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308017112780024 tanggal 17
September 2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta
telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXX Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 377/32/X11/1995 Tanggal
13 Desember 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah
bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten , Magelang Nomor 044.2/207/018/2016 tanggal 14 Desember
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2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai

cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah

menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Saeruroh binti Sobirun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga , bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena sebagai saudara sepupu
Penggugat dan saksi juga kenal Tergugat bernama mas Tito;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tahun 1995 ;

- Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang anak anak ikut
Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih hidup
bersama dirumah kediaman orang tua Penggugat;

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang hingga
sekarang sudah 5 tahun;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat dan juga
tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

- Bahwa, Tergugat pergi tidak meninggalkan harta peninggalan apa-apa
sebagai pengganti nafkah Penggugat dan tidak pernah mengirimkan
nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari
keberadaan Tergugata dengan menanyakaan langsung kekeluarga
Tergugat namun tidak berhasil karena keluarga juga tidak mengetahui
keberadaan Tergugat;

2. Subaryo bin Yusri umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
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Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Twergugat karena saksi
sebagai tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sudah
menikah pada tahun 1995 ;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih hidup
bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan selama dalam
pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak yang sekarang anak anak ikut Penggugat;

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang hingga
sekarang sudah 5 tahun;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat dan juga
tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

- Bahwa, Tergugat pergi tidak meninggalkan harta peninggalan apa-apa
sebagai pengganti nafkah Penggugat dan tidak pernah mengirimkan
nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari
keberadaan Tergugata dengan menanyakaan langsung kekeluarga
Tergugat namun tidak berhasil karena keluarga juga tidak mengetahui
keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat
membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan
keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugattelah menyampaikan kesimpulannya secara
lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat
dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita
acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk
segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan
dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak
hadir ke persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya,
sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah
menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi
sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan
pada alasan sejak bulan Maret 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama lebih dari 4 (empat) tahun
tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada
Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta
telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah

memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya
dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam
perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan
oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima
sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana
tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut
telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut
telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima
sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera
dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui
Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid,
sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai
hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat
mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan
status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan
Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas
(legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
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Magelang, maka ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak
bulan Maret 2012, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat
selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama Saeruroh binti Sobirun,
dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Subaryo bin Yusri, yang diajukan
Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi
pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah
kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 4 (empat)
tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah
dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak
diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang
dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut
diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah
menikah pada tanggal 13 Desember 1995 dan sesaat setelah akad nikah
Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;

- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai;

- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Magelang;

- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan
ba’daddukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Wahyu
Utomo, umur 20 tahun, Bagas Kuriawan, umur 15 tahun dan Okta Rava Arzani,
umur 6 tahun;

- Bahwa, pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari
rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun;
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- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak meninggalkan jaminan
nafkah dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat
tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 4 (empat)
tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan
yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah
wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman
bersama, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang
tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik
talaknya angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 1, 2
dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan
Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi,
oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini
sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz I, halaman 302 yang diambil alih
oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak

tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan
Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi
maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana
ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991,
oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3
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tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50
tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid
untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara
ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari segala peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang

berkaitan denganputusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 29 Rajab 1438 Hijriyah
bertepatan dengan tanggal 26 April 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H.
dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI,
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.
Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H. NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran " Rp 30.000,00
2. Biaya APP : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
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4. Biaya Hak Redaksi . Rp 5.000,00
5. Biaya Materai - Rp 6.000.00
Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

MungKid, .....cccceeiie e
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN
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